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Penelitian ini bertolak dari pemikiran bahwa praktik yang terjadi pada
pengeluaran zakat bekarun tanah apakah ditanggung kedua belah pihak atau salah
satu pihak saja.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui gambaran praktik zakat padi
bekarun tanah, yang meliputi: akad kegiatan yang dilakukan, lamanya kerjasama
dilakukan, jenis bibit padi yang digunakan, jumlah pembagian hasil yang
ditetapkan, perjanjian masa kerjasama dilakukan, besaran zakat pertanian yang
dikeluarkan, dan alasan yang dipakai masyarakat dalam penentuan pengeluaran
zakat bekarun tanah, serta bagaimana seharusnya pengeluaran zakat bekarun tanah
dilakukan.

Metode penelitian yang digunakan ialah metode kualitatif dengan jenis
penelitian ini adalah penelitian lapangan, yang dilakukan di Desa Pauh Kecamatan
Limpasu Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Mengenai analisis data menggunakan
metode deskriptif analisis yaitu dengan menganalisis seluruh data yang sudah
terkumpul kemudian dipilih dan dikelompokkan sesuai dengan permasalahan
masing-masing.

Hasil penelitian ini menunjukan bahwa praktik zakat bekarun tanah yang
dilakukan masyarakat di Desa Pauh terdapat dua variasi, pada variasi pertama,
pengeluaran zakat dilakukan dengan cara menggabungkan hitungan hasil panen
dengan mengeluarkan 5% dari bagian masing-masing pihak. Pada variasi kedua,
pengeluaran zakat dilakukan dengan menghitung seluruh hasil panen secara
keseluruhan dan pengeluaran zakat hanya ditanggung petani penggarap.
Berdasarkan kedua variasi tersebut, ditemukan kekeliruan terhadap pengeluaran
zakat yang dipakai masyarakat dengan hukum Islam, bahwa sebenarnya zakat
bekarun tanah hanya diwajibkan terhadap bagian hasil yang telah mencapai nisab
dan dikeluarkan sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan, yakni 10% dengan
menggunakan penyiraman air hujan dan air sungai, sedangkan bagian yang tidak
mencapai nisab tidak diwajibkan mengeluarkan zakat, tetapi bagi yang tetap ingin
mengeluarkan zakat meskipun hasil yang diperoleh tidak mencapai nisab, maka
hukumnya mubah (diperbolehkan).



